GUBERNURLAMPUNG

KLEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Membaea

Menimbang

Mengingal

NOMOR : G/318/B.VIVITK/2004

TENTANG

PERUBAIIAN LAMPIRAN KEFPUTUSAN CUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/AO0B.VIFHIL2004 TENTANG PEMUENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN DALERAI PROPINSI LAMPUNG

TAIUN 2004-2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Surat Kepala Dinas Tenopa Kega Propinsi Lampung Noemoer 5600408/, 127
02/VI2004  tanggal, 15 Juni 2004 perihal Usulan Perubahan Anpgotn Dewan
Pengupahan Daerah Propinsi Lompung.

a.

bahwa  dalam rangka melindungi hak-hak pekegn don meningkatkan
kesejahteraan pekerja agar dapat memperolel upah yang scsuai dengan
leebutuhan minimum, maka perhy dibentuk Dewan Pengupaban Daerah ;

bahwa dalam rangka pelaksanaan maksad huruf, a tersebut diatas, denpan
keputusan Gubermnur Lampung Nomor : GAOS/B.VINITK/2004 ditetapkan

Tamt L

T Dewan Pengupahan Dacrah Propinsi Lampung ;

bahwa mengingat adanya alih tugas anggota Dewan Pengupahan [Dacrah
Propinsi Lampung dan dalim r:n;.ku optimalisasi peran Dewo dimaksud
serla sesuai dengan K } Lembagn Kegasama Tripartit
Propinsi Lampung untuk " melakukan perbihan komposisi keanggolaan,
maka keanggotaan Dewan tersebut diad iz yang ditetapkan dalum keputusan

Gubermnur dimaksud pada uraf b perlu ditingaa kenibali,

Bahwa berkenaon dengan maksud hual ¢ distas dan agar pemecahan

h yang gleut bidang k kerjaan dipal lebib berdaya puna
dan berhasil guna serta dalam rangka terwujudnya wjvan dimaksud pada
huraf a, dipandang perlu merubah keanpgotoan Dewan Pengupahan Dacraly
Propinsi Lompung untuk masa bakii 2004-2005 dan menetapkunnya dengan
Key Gubernur Lampung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang  Pembentukan Dacrah
Tingkat | Lampung ;

Undang-undang Nomaor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Talun 2003 lentang Kelenagakerjaun ;

Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tabun 1988 tentong Koordinasi kegitan
instansi vertikal di Daeraly ;

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Talun 2000 temtang Kewenangon
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonon,

Peraturan Pemerintah Momor 105 twhun 2000 tentang pengelalian dun
Perlimggungjawaban Keuangan Dacral;

Peraturan Dueral Propinsi Lampung Nomor 17 Tabon 2000 lentang
Pembentukan Organisasi don Tata Keja Dinas Propinsi Lampong;

Peraturan Dacrah Propinsi Lampung nomor ¢ 3 Tahon 2003 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan keuangun dacrab,




Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor  Per-
01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

MEMUTUSKAN:

Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama / jabatan / instansi tersebut
pada Lampiran I Keputusan ini dari keanggotaan Dewan Pengupahan Dacrah
Propinsi Lampung disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan
tugasnya ;

Meruhah  lammi Gub Lamg Nomor

G/O0%/B.VII/HK/2004 u:nmn,g Pembentukan Dewan  Pengupah Daerah
Propinsi Lampung Tahun 2004-2005 dan menetapkan kembali keanggotaan
Dewan Pengupahan Daerah Pmpms: Lampl.mg dengan Susunan keanggotaan

dalam | ini.

Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan
Gubernur Lampung Nomor : G/00%B.VIIHK/2004.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/009%B.VIVHE/2004 tentang Pembentukan Dewan
Pengupahan Daerah Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku Jagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian harl myam wrdapat
batenl falam Kep ini skan diadak

mustinya.

P

Ditetapkan di TELUKBETUNG
pada tanggal 14 -9 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG
dto

SJACHROEDIN, Z.P.

Menteri Dialam Negeri di Jakarta,

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
Kewna DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Bupati / Walikota se Propinsi Lampung

Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Bandar Lampung
Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung

[}
2
3,
4.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6.
7
8.

. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
9. Kewa DFD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja f Buruh Tingkat Propinsi Lampung
11, Masing-masing yang bersangkutan
12, Himpunan Keputusan,



